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PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusal dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kola Palembang Tahun
Anggaran 2005;

. bahwa untuk memenuhi maksud lersebut, perlu diatur dan ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.

Undang-Undang Rl Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkal Il dan Koltapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

. Undang-Undang Rl Nomor 12 Tahun 1885 tehtang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran WNegara Republik Indonesia
Nomor 3569);

. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1897 tentang Pajak Daerah dan

Retrbusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048);

. Undang-Undang RI Nemor 21 Tahun 1897 tentang Bea Perolehan Hak

Atas Tanzh dan Bangunan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3668);

. Undang-Undang Rl Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Momor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program

Pembangunan MNasional (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 3952);
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Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomar 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang RI Momor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomaor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4365},

. Undang-Undang Rl Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 4389);

Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tenlang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 MNomor B8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonasia Nomaor 4400);

Undang-Undang Rl Noemar 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4437);

Undang-Undang Rl Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Peranggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4022),

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomaor 4023);

Peraturan Pemerintah Momor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 204, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 4024);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028),
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. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 4080);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentany Retribusi Daerah
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41389);
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2000 Nomor 24),

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang
Tahun 2002 Nomor §).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

:PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai

berikul :
1. Pendapatan Rp. 671.036.048.800.-
2. Belanja Rp. 685.143.687.460,-

Defisii Rp. 14.107.638.660,-

3. Pembiayaan :

a, Penerimaan Rp. 15.858.949.508 -
b. Pengeluaran Rp. 1.751.310.848,-

Surplus Rp. 14.107.638.660,-




Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini, tercanlum dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran | Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Lampiran Il Rincian Angaaran Pendapalan dan Belanja Daerah;

3. Lampiran L Daflar  Rekapilulasi APBD  menurui  Bidang
Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah;

4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

5. Lampiran V Daftar Piutang Daerah;

6. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah;

7. Lampiran VIl Dafiar Inveslasi (Penyertaan Modal) Daerah;

8. Lampiran VIl Daftar Aktiva Tetap Daerah; dan

9. Lampiran IX  Daflar Dana Cadangan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah
ini, merupakan bagian yang lidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Sebagai landasan opsrasional pelaksanaan Peraturan Daerah
ini, Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran
Pendapalan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjul oleh Walikota
Palembang.

Pasal 5

Peraluran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005.

Agar supaya seliap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kola Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Margt 2005

Diundangkan di Palemhang
pada tangeal 3 -3 - 2008
SEXHETARIS DAERAH

IKOTA PALEMBANG,
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+4 ORGANISASI DINAS PENERANGAN JALAN,
+ARANA JARINGAN UTILITAS DAN PERTAMANAN

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NCMCR 2 TaHUN 2003
TANGGAL 17 JANUAR| 2008
TENTANG  PEMEENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAM ETRUKTUR ORGANISASI DINAS PENERANGAN

JALAN, SARANA JARINGAN UTILITAS DAN PERTAMANAN

KEPALA DINAS
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Diundangkan di Palembang
pady tanggsl [7F -/ = 2005

SEERETARIS DAERAH
KOTA PALEMEANG
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